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Abstract. Taxes are the largest source of government revenue in Indonesia derived from the public, and the level
of revenue collection depends heavily on taxpayer compliance, including that of Taxable Business. However, tax
compliance remains a challenge, particularly for Taxable Business, amid the transition to the Coretax system.
This study aims to analyze the impact of the Coretax implementation and tax literacy on the tax compliance of
taxable business in the Bandung City. This study employs a quantitative approach using descriptive and verifiable
methods. Data were collected through the distribution of questionnaires to Taxable Business Owners in Bandung
and analyzed using SPSS 27 version. Sampling was conducted using the proportionate stratified random sampling
technique, resulting in a total of 99 respondents from the four population strata. The results show that the Coretax
implementation has no partial effect on tax compliance among Taxable Business in the Bandung City. Meanwhile,
tax literacy was found to have an effect on tax compliance among Taxable Business in the Bandung City.
Furthermore, the Coretax implementation and tax literacy have a simultaneous effect on tax compliance among
Taxable Business in the Bandung City.
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Abstrak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia yang berasal dari masyarakat, dimana
tingkat penerimaannya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak. Namun,
kepatuhan pajak masih menjadi tantangan terutama bagi Pengusaha Kena Pajak ditengah era peralihan sistem
perpajakan pada Coretax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax dan literasi
pajak terhadap kepatuhan pajak Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan
responden Pengusaha Kena Pajak di Kota Bandung dan diolah menggunakan SPSS versi 27. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik proportionate stratified random sampling dan menghasilkan total 99 responden
dari keempat strata populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak berpengaruh
secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung. Sedangkan literasi pajak terbukti berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung. Selain itu, implementasi Coretax dan literasi pajak berpengaruh
secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

Kata Kunci: Implementasi Coretax; Kepatuhan Pajak; Literasi Pajak; Transformasi Digital; Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menopang pembiayaan
pembangunan nasional bagi Indonesia. Menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Tahun 2025, sejak tahun 2021 penerimaan pajak secara konsisten telah berkontribusi
sebesar rata-rata 66,5% per tahunnya terhadap total penerimaan negara. Salah satu jenis pajak
yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pertumbuhan terbesar PPN dan PPnBM terjadi pada
tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 24,59% dan jumlah penerimaan Rp687,59
miliar (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).
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PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang sepenuhnya dibebankan kepada
konsumen atas barang dan/atau jasa yang dibelinya dari penjual yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai pihak yang berwenang dalam memungut dan menyetor
PPN, PKP bertanggungjawab atas seluruh proses administrasi PPN dan memiliki serangkaian
kewajiban perpajakan yang kompleks, mulai dari melakukan pemungutan, membuat faktur
pajak, menyetorkan pajak, serta melaporkan SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, Tanpa
Tahun). Kepatuhan pajak PKP memiliki peran besar dalam sistematika perpajakan di Indonesia
karena proses administrasi yang dilakukan PKP bersifat beruntun dan saling mempengaruhi.

Untuk mempermudah dan mengatasi kompleksitas administrasi pajak serta
meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah melalui DJP secara resmi telah mentransformasi
sistem administrasi pajak melalui peluncuran aplikasi Coretax (Core Tax Administration
System). Coretax merupakan sistem terintegrasi yang memberi kemudahan bagi wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dari yang sebelumnya perlu mengakses
beberapa aplikasi seperti e-SPT, e-Faktur, dan e-Bupot menjadi hanya memerlukan satu
platform saja. Sejak peresmiannya pada tanggal 1 Januari 2025, Coretax telah dimanfaatkan
dalam berbagai kegiatan perpajakan di Indonesia dan telah diakses oleh 11.273.314 wajib pajak
per tanggal 5 Januari 2026 (Direktorat Jenderal Pajak, Tanpa Tahun).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fifiantil & Rahayu (2026), Coretax telah
berperan dalam meningkatkan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan berdasarkan data
transaksi yang tervalidasi dan menurunkan tingkat kesalahan pelaporan pajak. Meskipun
demikian, pada tahun 2025 DJP mencatat bahwa terdapat 22% faktur pajak yang tidak sesuai,
meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 14% (Direktorat Jenderal Pajak,
2025). Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya penurunan jumlah penerimaan PPN dan
PPnBM pada tahun 2025 sebesar 8,41% dengan PPN Dalam Negeri sebagai jenis pajak yang
paling terkontraksi dengan persentase sebesar 21,73%. Selain itu, Coretax juga masih sering
mengalami eror yang menyebabkan keterlambatan dalam pengadministrasian pajak dari PKP.

Selain aspek teknologi, pemahaman dan literasi pajak wajib pajak juga sangat
diperlukan dalam membentuk sikap patuh terhadap aturan perpajakan. Menurut survei yang
dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2022, 26,2% responden mengaku kurang
paham mengenai pajak bahkan 18,7% responden mengaku tidak paham mengenai pajak sama
sekali (Tambunan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia

terkait pajak masih tergolong rendah dan perlu mendapat perhatian khusus.
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Menurut Laporan Kinerja DJP Tahun 2025, kepatuhan wajib pajak pada tahun 2025
menurun menjadi 95,89% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 104,47%
dimana Coretax belum diterapkan. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pengusaha
terutama UMKM terbanyak di Indonesia dengan total 5,4 juta unit per akhir tahun 2025 (BP2D
Jawa Barat, 2026). Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat | mencatat kinerja penerimaan
pajak terendah dengan hanya mencapai 84,82% dibandingkan wilayah Jawa Barat lainnya,
meskipun tingkat pelaporan SPT-nya mencapai 104,84% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Menurut data Kanwil DJP Jabar 1, pada tahun 2026 jumlah PKP di Kota Bandung yang
mencakup PKP di seluruh KPP Pratama dan KPP Madya telah mencapai angka 16.453 PKP,
bertambah sebanyak 219 PKP dari tahun 2024. Namun demikian, Kota Bandung mencatat
penerimaan pajak sebesar Rp12.562.149.086.852 pada tahun 2026, turun drastis dibandingkan
tahun sebelumnya yang bernilai Rp23.108.073.875.817 (Kanwil DJP Jawa Barat 1, 2026).
Jumlah penerimaan ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir,
berbanding terbalik dengan jumlah PKP yang meningkat.

Berdasarkan fenomena gap tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian
mengenai "Pengaruh Implementasi Coretax dan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PKP
di Kota Bandung". Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui gambaran implementasi
Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak pada PKP di Kota Bandung; (2) untuk mengetahui
pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; (3) untuk
mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung; dan (4)
untuk mengetahui pengaruh implementasi Coretax dan literasi pajak secara simultan terhadap
kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

2. KAJIAN TEORITIS
Implementasi Coretax

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan
untuk mengintegrasikan seluruh proses perpajakan secara elektronik (Fifiantil & Rahayu,
2026). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi data dan meningkatkan
transparansi serta akurasi pelaporan pajak melalui integrasi berbagai kanal pelaporan dalam
satu platform web-based yang dapat diakses oleh wajib pajak secara real-time (Afifah & Lutfia,
2026). Implementasi digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax merupakan penerapan
teknologi informasi yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan

kepatuhan wajib pajak (Nurhapsari et al., 2026).
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Untuk menjelaskan hubungan antara implementasi Coretax dengan variabel dependen,
peneliti menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). TAM menjelaskan bahwa
penerimaan suatu teknologi informasi ditentukan oleh dua faktor utama: (1) Perceived
Usefulness (Persepsi Kemanfaatan), yaitu tingkat keyakinan individu bahwa dengan
menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya; dan (2) Perceived Ease of Use
(Persepsi Kemudahan Penggunaan), yaitu sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan
teknologi akan mempermudah pekerjaannya (Nurhapsari et al., 2026).

Literasi Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep dasar pajak,
ketentuan peraturan yang berlaku, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan (Syahla et
al., 2026). Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang tarif, kewajiban
pelaporan, dan prosedur administratif, tetapi juga pemahaman mengenai peran pajak dalam
pembiayaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat (Pandiangan et al., 2025). Untuk
menjelaskan hubungan literasi pajak dengan variabel dependen, peneliti menggunakan Theory
of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen, yang menyatakan bahwa manusia
berpikir secara rasional dan sistematis dalam memanfaatkan informasi yang tersedia dan akan
mempertimbangkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk terlibat atau
tidak dalam perilaku tertentu (Wahyuni et al., 2022).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tepat waktu
(Afifah et al dalam Cahyani & Triwarti, 2025). Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu
kepatuhan administrasi yang mengacu pada pemenuhan persyaratan dan administrasi pajak,
serta kepatuhan material yang mengacu pada ketepatan perhitungan yang dilakukan oleh wajib
pajak (Pratama, 2024). Untuk menjelaskan hubungan dari kepatuhan pajak dengan variabel
bebas, peneliti menggunakan teori atribusi yang membedakan atribusi internal (dispositional
attributions) dan atribusi eksternal (situational attributions) (Suryani et al., 2024). Dalam hal
ini, literasi pajak menjadi faktor internal dan implementasi Coretax merupakan faktor eksternal.
Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hubungan antara variabel dalam penelitian
ini. Cahyani & Triwarti (2025) menemukan bahwa implementasi e-Faktur dan pelaporan SPT
melalui Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan PPN baik secara parsial maupun
simultan. Afandi & Vizandra (2025) membuktikan bahwa implementasi Coretax berhasil

meningkatkan efisiensi pelaporan, akurasi data, dan ketepatan waktu penyampaian SPT Masa
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PPN. Sementara itu, Khotmi et al (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, namun literasi terbukti berpengaruh dan dapat
memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN.
Elfriska et al (2025) juga membuktikan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh parsial
terhadap kepatuhan wajib pajak. Anatasya et al (2026) menunjukkan bahwa literasi keuangan
dan implementasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM.
Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis dalam penelitian ini
adalah: (H1) Implementasi Coretax berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota
Bandung; (H2) Literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung;
dan (H3) Implementasi Coretax dan literasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap

kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan
verifikatif, dimana data penelitian akan dianalisis dan digambarkan melalui statistik. Subjek
penelitian adalah PKP yang terdaftar dan aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di
Kota Bandung, sedangkan objek penelitian adalah implementasi Coretax, literasi pajak, dan
kepatuhan pajak.

Populasi penelitian adalah seluruh PKP yang terdaftar dan aktif di KPP Pratama Kota
Bandung dengan total 14.550 PKP yang tersebar di empat KPP Pratama: KPP Pratama
Bandung Cibeunying (2.810 PKP), KPP Pratama Bandung Cicadas (4.619 PKP), KPP Pratama
Bandung Tegallega (5.466 PKP), dan KPP Pratama Bandung Bojonagara (1.656 PKP)
berdasarkan data Kanwil DJP Jabar | per bulan Juli 2026. Penentuan jumlah sampel
menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, menghasilkan total 99 sampel.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling
sehingga jumlah sampel pada masing-masing KPP adalah: KPP Pratama Bandung Cibeunying
19 responden, KPP Pratama Bandung Cicadas 32 responden, KPP Pratama Bandung Tegallega
37 responden, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara 11 responden.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert kepada PKP
di Kota Bandung. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas menggunakan rumus
Pearson Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha. Analisis
data meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif yang terdiri dari uji asumsi

klasik (uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis
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regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta uji koefisien determinasi. Seluruh

pengolahan data dilakukan menggunakan software IBM SPSS versi 27.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum dan Karakteristik Responden

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat
ekonomi terbesar di Jawa Barat. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Kota Bandung memiliki 12.124 unit UMKM pada tahun 2025, meningkat 11,07%
dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 10.916 unit UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah, 2026). PKP di Kota Bandung sendiri tersebar di empat KPP Pratama dan dua
KPP Madya. Jumlah PKP pada KPP Pratama di Kota Bandung per bulan Juli 2026 adalah
14.550 PKP, meningkat 23,64% sejak tahun 2021.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 99 responden, karakteristik responden
berdasarkan jenis usaha menunjukkan dominasi PKP yang bergerak di bidang kuliner (39,4%),
diikuti fashion (28,3%), dan jasa (17,1%). Sebagian besar responden telah terdaftar sebagai
PKP selama 2-5 tahun (48,5%) dan kurang dari 2 tahun (46,5%), yang menunjukkan bahwa
responden memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap transformasi
administrasi perpajakan, termasuk perubahan yang dibawa oleh Coretax.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Berikut adalah rekapitulasi hasil analisis statistik deskriptif dari ketiga variabel penelitian:
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Statistik Deskriptif.

Variabel Rata-Rata Indeks Skor Rentang Nilai Kriteria
Implementasi Coretax 83,20% 3,40 -4,19 Baik
Literasi Pajak 81,91% 3,40-4,19 Baik
Kepatuhan Pajak 84,82% 4,20 - 5,00 Sangat Baik

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, variabel implementasi Coretax memperoleh rata-rata indeks
skor 83,20% dengan kategori Baik, menunjukkan bahwa PKP di Kota Bandung telah
mengimplementasikan Coretax dengan baik. Namun, item pernyataan terkait gangguan teknis
sistem memperoleh skor terendah (76%), mengindikasikan bahwa Coretax masih sering
mengalami gangguan yang menghambat proses administrasi pajak. Variabel literasi pajak
memperoleh rata-rata indeks skor 81,91% dengan kategori Baik. Item pernyataan terkait
pengetahuan hak dan kewajiban perpajakan memperoleh skor tertinggi (87,5%), sementara
item terkait persepsi keadilan sistem perpajakan memperoleh skor terendah (72,3%). Variabel

kepatuhan pajak memperoleh rata-rata indeks skor 84,82% dengan kategori Sangat Baik, di
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mana item terkait kesadaran dan tanggung jawab moral memperoleh skor tertinggi (88,3%),
sementara item terkait dorongan kepatuhan karena Coretax memperoleh skor terendah
(79,8%).
Hasil Uji Instrumen

Berdasarkan uji validitas dengan nilai r tabel sebesar 0,1975 (df = 97, signifikansi 5%),
seluruh item pernyataan pada ketiga variabel penelitian (implementasi Coretax, literasi pajak,
dan kepatuhan pajak) dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.
Sementara itu, hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha menunjukkan bahwa
nilai Cronbach Alpha variabel implementasi Coretax adalah 0,812, variabel literasi pajak
adalah 0,795, dan variabel kepatuhan pajak adalah 0,838. Seluruh nilai tersebut melebihi 0,70
sehingga ketiga variabel penelitian dinyatakan reliabel.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi
sebesar 0,086, lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan terdistribusi normal. Uji
linearitas menghasilkan nilai signifikansi antara implementasi Coretax dan kepatuhan pajak
sebesar 0,330, serta antara literasi pajak dan kepatuhan pajak sebesar 0,109, keduanya melebihi
0,05 sehingga terbukti terdapat hubungan yang linier. Uji multikolinieritas menghasilkan nilai
Tolerance sebesar 0,469 dan nilai VIF sebesar 2,134, sehingga model regresi dinyatakan tidak
mengalami multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser menghasilkan nilai
signifikansi X1 sebesar 0,151 dan X2 sebesar 0,092, keduanya melebihi 0,05, sehingga model
regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y=19929+0,105X: + 0,557X: + ¢

Nilai konstanta sebesar 19,929 artinya apabila variabel implementasi Coretax dan
literasi pajak bernilai 0, maka kepatuhan pajak PKP bernilai 19,929. Nilai koefisien X: sebesar
0,105 berarti jika implementasi Coretax meningkat 1 satuan maka kepatuhan pajak meningkat
sebesar 0,105 satuan. Nilai koefisien X- sebesar 0,557 berarti jika literasi pajak meningkat 1
satuan maka kepatuhan pajak meningkat sebesar 0,557 satuan.
Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis.

Hipotesis Nilai Hitung Nilai Tabel Sig. Hasil
H1: Impl. Coretax — Kepatuhan (Uji t) t hitung = t tabel = 0,339 HO diterima, H1
0,961 1,98498 ditolak
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Bandung
H2: Literasi Pajak — Kepatuhan (Uji t) t hitung = t tabel = <0,001 HO ditolak, H2
5,246 1,98498 diterima
H3: Impl. Coretax + Literasi Pajak — F hitung = F tabel = 3,09 <0,001 HO ditolak, H3
Kepatuhan (Uji F) 38,195 diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2026
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 0,432, atau sebesar 43,2%. Hasil
ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel implementasi Coretax dan literasi pajak secara
simultan mempengaruhi kepatuhan pajak sebesar 43,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar
56,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui uji t, implementasi Coretax terbukti tidak
berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung (t hitung = 0,961
<t tabel = 1,98498; sig. 0,339 > 0,05), sehingga H1 ditolak. Dalam perspektif teori atribusi
(Suryani et al., 2024), PKP di Kota Bandung lebih terdorong untuk patuh karena kesadaran
dalam dirinya yang kuat (faktor internal) sehingga faktor eksternal seperti implementasi
Coretax tidak mempengaruhi kepatuhan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Khotmi et al (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gangguan teknis yang masih sering terjadi pada
sistem Coretax menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas sistem ini dalam
meningkatkan kepatuhan pajak.

Literasi pajak terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan
pajak PKP di Kota Bandung (t hitung = 5,246 > t tabel = 1,98498; sig. < 0,001), sehingga H2
diterima. Semakin kuat literasi pajak pada PKP di Kota Bandung maka akan meningkatkan
kepatuhan pajaknya pula. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan
bahwa pemahaman yang baik mengenai aturan, prosedur, dan konsekuensi perpajakan
mendorong terbentuknya perilaku patuh secara sukarela. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2025), Elfriska et al (2025), dan Aeni et al (2026)
yang menyatakan bahwa literasi dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Secara simultan, implementasi Coretax dan literasi pajak terbukti berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung (F hitung = 38,195 > F tabel = 3,09; sig. < 0,001),
sehingga H3 diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anatasya et

al (2026) dan Atichasari et al (2024) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax dan literasi
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pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dimana pemahaman pajak yang

baik dapat mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama,
implementasi Coretax, literasi pajak, dan kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung berada pada
kategori yang berbeda. Implementasi Coretax dan literasi pajak berada pada kategori baik,
sementara kepatuhan pajak berada pada kategori sangat baik. Kedua, implementasi Coretax
terbukti tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung,
mengindikasikan bahwa perubahan sistem administrasi pajak melalui Coretax tidak
mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama karena aplikasi ini masih sering mengalami
gangguan teknis. Ketiga, literasi pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap
kepatuhan pajak PKP di Kota Bandung, yang mengindikasikan bahwa pemahaman PKP di
bidang perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak PKP secara umum. Keempat, implementasi
Coretax dan literasi pajak terbukti berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak PKP
di Kota Bandung, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat memengaruhi kepatuhan
pajak secara bersamaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:
(1) PKP disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi perpajakannya secara mandiri
serta aktif memberikan masukan kepada DJP atas kendala teknis Coretax; (2) Kanwil DJP Jabar
| disarankan untuk mengevaluasi dan meningkatkan stabilitas sistem Coretax, meningkatkan
pendampingan teknis, serta memperluas sosialisasi terkait transparansi dan keadilan sistem
perpajakan; dan (3) peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti
sanksi pajak, sosialisasi pajak, atau kesadaran wajib pajak, serta menggunakan metode

penelitian yang berbeda untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif.
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